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Abstract. This research aims to analyze the impact of changes to the provisions on the responsibilities of directors
and shareholders as well as guarantees of legal protection for creditors and third parties in the context of the Job
Creation Law. The research method used is normative legal analysis, relying on a study of statutory regulations,
relevant legal theories, and selected scientific literature. This normative approach is carried out through in-depth
study and interpretation of applicable legal provisions, especially changes regulated in the Job Creation Law.
The analysis focuses on how these changes affect the legal responsibilities of directors and shareholders, as well
as their impact on the rights of creditors and third parties. Legal theory is used to build a strong conceptual and
analytical framework in understanding the legal phenomena that arise from the implementation of this new
regulation. It is hoped that the research results will provide a comprehensive understanding of the legal
implications of these policy changes, as well as offer recommendations to increase legal certainty for all relevant
parties. Thus, it is hoped that this research can be a significant contribution to the development of corporate law
studies and legal protection in Indonesia.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan ketentuan tanggung jawab direksi dan
pemegang saham serta jaminan perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga dalam konteks Undang-
Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif, dengan mengandalkan
kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum relevan, dan literatur ilmiah terpilih.
Pendekatan normatif ini dilakukan melalui pengkajian dan interpretasi mendalam terhadap ketentuan hukum yang
berlaku, khususnya perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Analisis difokuskan pada bagaimana perubahan
tersebut memengaruhi tanggung jawab hukum direksi dan pemegang saham, serta dampaknya terhadap hak
kreditur dan pihak ketiga. Teori hukum digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan analitis yang kuat
dalam memahami fenomena hukum yang muncul dari implementasi regulasi baru ini. Hasil penelitian diharapkan
dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi hukum perubahan kebijakan tersebut, sekaligus
menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak terkait. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum korporasi dan
perlindungan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Direksi, Undang — Undang, Cipta Kerja, Hukum, Korporasi, Indonesia

LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling
umum digunakan dalam dunia bisnis, baik di Indonesia maupun secara global. PT memiliki
karakteristik utama berupa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, serta tanggung
jawab terbatas pemegang saham. Keuntungan ini menjadikan PT sebagai pilihan populer
bagi para pengusaha yang ingin membangun usaha dengan risiko terbatas pada modal yang
disetor. Namun, untuk menjalankan operasional PT secara legal dan efektif, pemahaman
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yang mendalam mengenai struktur dan fungsi organ-organ PT sangatlah penting. Organ PT,

seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, memiliki

peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan strategis, pengawasan, dan

pelaksanaan operasional perusahaan.

Setiap organ memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda, yang diatur

secara ketat oleh undang-undang dan anggaran dasar perusahaan. Selain memahami struktur

organ PT, legalitas PT juga menjadi aspek krusial dalam menjalankan perusahaan. Legalitas

PT mencakup berbagai aspek seperti pendirian, pengesahan oleh Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanpa legalitas yang jelas, PT tidak dapat beroperasi secara sah dan berpotensi menghadapi

berbagai risiko hukum dan finansial. Dengan latar belakang tersebut, makalah ini akan

membahas secara menyeluruh mengenai peran dan fungsi organ-organ PT serta pentingnya

aspek legalitas dalam pendirian dan operasionalnya. Pemahaman yang komprehensif

mengenai kedua hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi

masyarakat umum dalam memahami cara menjalankan dan mengelola PT secara efektif

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis hukum normatif

yang mengandalkan analisis undang-undang serta teori-teori yang relevan dan referensi

buku-buku ilmiah. Pendekatan normatif ini melibatkan pengkajian terhadap peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, di mana undang-undang tersebut

dianalisis untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku. Selain

itu, teori-teori hukum digunakan untuk memberikan kerangka konseptual dan analitis dalam

memahami fenomena hukum yang diteliti. Referensi buku-buku ilmiah yang dipilih

didasarkan pada relevansi dan otoritasnya dalam bidang kajian ini, sehingga memberikan

landasan yang kuat dan komprehensif dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh dari

undang-undang, teori-teori hukum, dan referensi buku-buku tersebut kemudian diolah dan

dianalisis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan

penelitian yang telah ditetapkan.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak Perubahan Ketentuan Tanggung Jawab Direksi dan Pemegang Saham dalam
UU Cipta Kerja

Organ-organ Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Menurut UU PT, terdapat 3 organ penting dalam PT.
Pasal 1 angka 2 UU PT menyatakan, organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Direksi, dan Dewan Komisaris. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau UU No. 11 Tahun 2020
mengubah beberapa ketentuan terkait organ-organ Perseroan Terbatas, salah satunya yaitu
mengubah ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan pemegang saham. Menurut Kelsen,
konsep yang terkait kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum, bahwa individu
memiliki tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau berarti bahwa
individu tersebut memikul tanggungjawab hukum. Lantas apakah tanggungjawab pemegang
saham terbatas pada modal yang disetorkan sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas
tersebut berlaku mutlak, khususnya bagi Perseroan Terbatas perseorangan untuk kriteria UMK.
Terkait hal tersebut, UU Cipta Kerja menjawab dengan menyisipkan Pasal 153J ayat (1) yang
menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggung jawab
secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan serta tidak memiliki
tanggungjawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya. Tanggungjawab yang
terbatas dari pemegang saham perseroan merupakan karakteristik perseroan terbatas, tanggung
jawab pemegang saham dalam PT yang didirikan untuk UMK hanya terbatas pada modal yang
telah disetorkan. Dengan kata lain, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi
atas kewajiban perusahaan di luar modal yang telah disetorkan. Meskipun ini memberikan
perlindungan kepada pemegang saham, hal ini juga dapat memperlemah posisi kreditur yang
ingin menuntut lebih dari modal yang disetorkan. Namun ada kalanya tanggung jawab terbatas
dari pemegang saham tersebut dapat terhapus. Hal ini terjadi apabila terbukti adanya itikad
tidak baik (bad faith) dari pemegang saham atau telah terjadi percampuran harta pribadi
pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan. Salah satu dampak paling signifikan
adalah peningkatan perlindungan hukum bagi direksi dan pemegang saham.

UU Cipta Kerja memberikan kejelasan mengenai kapan direksi dan pemegang saham
dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Ketentuan ini diatur dalam prinsip
business judgment rule, yang melindungi direksi selama keputusan bisnis diambil dengan
itikad baik dan berdasarkan informasi yang memadai. Perlindungan ini memberikan keamanan
tambahan bagi direksi dalam mengambil risiko bisnis, namun di sisi lain, bisa mengurangi

akuntabilitas jika penerapannya tidak diawasi secara ketat. Selain itu, tanggung jawab terbatas



ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN KETENTUAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN PEMEGANG
SAHAM SERTA JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DAN PIHAK KETIGA
DALAM KONTEKS UU CIPTA KERJA

yang diberlakukan bagi pemegang saham, terutama dalam perseroan perorangan, mempersulit
proses pembuktian bagi kreditur atau pihak ketiga yang ingin menggugat mereka secara
pribadi. Kreditur harus mampu membuktikan bahwa pemegang saham melakukan
penyalahgunaan entitas perusahaan untuk menghindari kewajiban. Perubahan ketentuan dalam
UU Cipta Kerja terkait tanggung jawab direksi dan pemegang saham dapat mengubah
dinamika tata kelola perusahaan (corporate governance). Direksi mungkin merasa lebih
terlindungi dalam pengambilan keputusan yang berisiko, yang dapat berdampak positif pada
inovasi dan pertumbuhan bisnis. Kelemahan dari perlindungan ini adalah munculnya potensi
untuk kurangnya pertanggungjawaban dalam keputusan-keputusan yang berdampak buruk
terhadap perusahaan, karyawan, dan stakeholder lainnya. Selain itu, dalam kasus pembubaran
atau likuidasi perusahaan, pembuktian bahwa direksi atau pemegang saham mengalihkan aset
secara tidak sah sebelum pembubaran juga menjadi tantangan bagi kreditur. Kreditur perlu
menyajikan bukti kuat tentang niat untuk menghindari kewajiban hukum, yang sering kali sulit
dilakukan tanpa akses penuh terhadap informasi internal perusahaan. Secara keseluruhan,
perubahan dalam UU Cipta Kerja ini membuat proses pembuktian hukum menjadi lebih sulit,
terutama dalam hal menunjukkan adanya kelalaian atau pelanggaran hukum oleh direksi dan

pemegang saham, sehingga menambah beban pembuktian bagi pihak yang dirugikan.

Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dan Pihak Ketiga dalam UU Cipta
Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah membawa perubahan signifikan
dalam lingkup hukum bisnis di Indonesia, termasuk dalam hal tanggung jawab direksi dan
pemegang saham serta perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga. Perubahan-
perubahan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan
meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga
menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan terkait dengan keseimbangan antara
kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Salah satu perubahan yang paling
menonjol dalam UU Cipta Kerja adalah terkait dengan perluasan tanggung jawab direksi dan
pemegang saham. Sebelumnya, tanggung jawab direksi dan pemegang saham lebih terbatas
pada tindakan yang dilakukan secara melawan hukum atau lalai. Namun, dengan adanya UU
Cipta Kerja, tanggung jawab direksi dan pemegang saham dapat diperluas hingga mencakup
tindakan yang merugikan perusahaan atau kreditor, meskipun tindakan tersebut tidak
melanggar hukum secara formal. Perluasan tanggung jawab ini bertujuan untuk meningkatkan

kehati-hatian direksi dan pemegang saham dalam menjalankan tugasnya dan melindungi
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kepentingan para kreditur dan pihak ketiga. Namun, perluasan tanggung jawab ini juga
menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya peningkatan risiko hukum bagi direksi dan
pemegang saham, sehingga dapat menghambat minat individu untuk menjadi direksi atau
pemegang saham. UU Cipta Kerja juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap
perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga. Beberapa ketentuan yang relevan antara
lain:

a. Peningkatan transparansi informasi: Perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi
yang lebih lengkap dan akurat kepada kreditur dan pihak ketiga, sehingga mereka dapat
mengambil keputusan yang lebih baik.

b. Penguatan hak tagih: Kreditur diberikan hak tagih yang lebih kuat terhadap aset
perusahaan, termasuk aset pribadi direksi dan pemegang saham dalam hal terjadi
wanprestasi.

c. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik: Pihak ketiga yang melakukan
transaksi dengan perusahaan dengan itikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum
yang lebih baik.

Perubahan ketentuan tanggung jawab direksi dan pemegang saham serta jaminan
perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga dalam UU Cipta Kerja memiliki beberapa
dampak, seperti meningkatkan kepastian hukum yang membuat terjadinya perubahan yang
diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam dunia usaha, sehingga dapat menarik
lebih banyak investor. Meningkatkan perlindungan bagi kreditur agar kreditur merasa lebih
aman dalam memberikan pinjaman karena adanya jaminan perlindungan hukum yang lebih
kuat. Meningkatkan tanggung jawab korporasi dengan cara menjadikan perusahaan lebih
bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak dapat lagi sembarangan mengabaikan
kepentingan para kreditur dan pihak ketiga. Meningkatkan risiko hukum bagi direksi dan
pemegang saham sehingga membuat direksi dan pemegang saham akan menghadapi risiko
hukum yang lebih tinggi, sehingga perlu mempertimbangkan perlindungan hukum yang

memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

UU Cipta Kerja telah membawa perubahan yang signifikan dalam hal tanggung jawab
direksi dan pemegang saham serta perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga.
Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan

meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga
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menimbulkan berbagai tantangan dan memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak yang
terlibat. Perubahan ketentuan tanggung jawab direksi dan pemegang saham dalam UU Cipta
Kerja merupakan langkah yang kompleks dengan implikasi yang luas. Di satu sisi, perubahan
ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Di sisi lain,
perubahan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan

perusahaan, kreditur, dan pihak ketiga lainnya.

Saran

Untuk memaksimalkan manfaat dari perubahan-perubahan dalam UU Cipta Kerja
disarankan agar melalui perubahan ketentuan tanggung jawab direksi dan pemegang saham
serta jaminan perlindungan hukum bagi kreditur dan pihak ketiga bisa lebih memperhatikan
upaya yang lebih intensif untuk menyebarluaskan informasi mengenai perubahan-perubahan
dalam UU Cipta Kerja, sehingga seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan
mengimplementasikannya dengan baik. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan
terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja, sehingga dapat memastikan bahwa perubahan-
perubahan yang telah dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pihak, dan
perlu dikembangkannya regulasi pendukung yang lebih detail untuk memberikan kepastian

hukum yang lebih tinggi dalam penerapan UU Cipta Kerja.
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